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WALIKOTA SURABAYA,

. hahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan

indang-undang Nomor 22 Tahun 1889 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Keputusar Walikotamadya Kepala Dasrah Tingkat I
Surapaya Nomol 32 Tahun 1895 tentang Tata Cara Penyelesaian
izin Mandirikan Bangunan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat |I  Surabaya perlu disempurnakan cesual  dengar
perkambhangan pelaksanaan pembangunan kota.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada buruf a, dan
Jdntux lebin meningkatkan petayanan masyarakat dalam pemberian
pelayanan di bidang bangunan guna menunjang tercapainya tertib
tata ruany kota serta terlib tata bangunan sesuai dengan peraturan
dan ketentuan perundang-undangan yang bertaku, maka periu
menetapkan Tata Cara Penyslesaian Permohcnan Izin Mendirikan
Bangunan di Kota Surabaya., dengan Keputusan Walikota
Surabaya.

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembtentukan

Daerah Kcta Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah
diubah dengan Undang-undang fNomor 2 tahun 1665 ;

Undang-undang Nomer 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman:

Undang-undang Nemor 18 Tahun 189¢ tentang Jasa Konstruksi,

. Undang-undang Nomeor 22 Tahun 1892 tentang Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerzh Tingkat I Surabaya
Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-nama untuk Jalan,
Tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Umum di
Kotamadya Daerah Tingkat H Surabaya,

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat H Surabaya
Nomot 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan |



Menetapkan .

10.

1.

12.

13.

14.

. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat !| Surabaya

Nomor 2 Tehun 1985 tentang Penomoran Bangunan di Kotamadya
Daerah Tingkat !l Surz raya;

Peratvran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || Surabaya
Nomor i7 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Mendirikan
Bangunan ;

. Feraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi Dinas Kota Surabaya ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1293 tentang izin
Mendirikan Bangunan dan izin Undang-undang Gangguan Bagi
Perusahaan Industri;

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya
Nomor 58 Tahun 1895 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat ! Surabaya Nomor 2 Tahun 1995
tentarng Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat !i
Surabaya;

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat || Surabaya
Nomor 59 Tahun 1895 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah
Kntamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya Nomor 7 Tahun 1992
tentang izin Mendirikan Bangunan Ji Kotamadya Daerah Tingkat li
Surabaya;

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat || Surabzya
Momeor 14 Tanu. 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran
Bangunan 4i Kotamadya Daerah Tingkat {l Surabaya;

Keputusar ‘Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Bangunan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Di KOTA SURABAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1.

2

Femerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut
Pemerintah Daerah adalah Kapala Daerah beserta Perangkat
Daerah;

Kepala Daerah adalah ‘Malikota Surabaya;
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Dinas Bangunan adatah Dinas Bangunan Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya;

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Bangunan Kota
Surabaya,

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atauy daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya;

7. 1zin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang, atau badan
atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu
dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah;

8. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah
izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk
mendirikan atau membongkar suatu bangunan, termasuk dalam
pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan
merohohkan atau membangun bangunan, yang dikeluarkan oleh
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

O Berita Acara Pemeriksaan bangunan adalah laporan resmi
pemeriksaan dan pengawasan terhadap kondisi bangunan dan
atau k2qiatan pembhargunan secara periodik ;

10. Gambar bangunan adalah gambar arsitektur, struktur dan
kenstruksi, mekanikal elektrikal beserta keterangan spesifikasi
material yang dibuat setelah  selesainya  pelaksanaan
pembangunan;

11. Retribusi adalah biaya yang dipungut atas dasar pemberian jasa
palayanan;

12. Permohonan adalah permchonan tertulis untuk memperoleh
pelayaran izin mendirikan bangunan;,

13.Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan
permohonan untuk mendapatkan pelayanan izin mendirikan
Bangunan .

BAB Il
PELAYANAN 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 2
Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Bangunan sebagaimana

dimaksud dalfam keputusan ini adalah pelayanan izin Mendirikan
Bangunan
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B Bl
MERANISME PELAYANAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 3

Sefiap kagiatan mendirikan bangunan di wilayah kota Surabaya,
tertebih dahuiu harus mendapatkan izin Mendirikan Bangunan;

lUntuk memperoleh !zin Mendi-kan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, pemchon mengajukan permohonan
kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk.

Persyaratan kelongkapan berkas pengajuan permohonan Izin
Mendirikan Bangunan, sebagai berikut :

a. Bangunan rumah tinggal

1. mengisi formulir permohonan;

2. Foto copy KTP (1 iembar) yang masih berlaku ;

3. Foto copy buiti hak kepemilikan atas tanah yang dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang ;

4. Foto copy tanda iunas PBB terakhir ;

S. Hasil penelitian lokasi/keterangan rencana tata ruang kota :

6. Gambar rancang bangun (bestek), sebanyak 3 (tiga) set;

7. Gambar dan  perhitungan  konstruksi  kayu/beton

bertulano/baja/b.:si, uniuk bangunan bertingkat atau
bangunan yang dipandang perlu  diperhitungkan
konstruksinya, sebanyak 2 (dua) set;

8. Surat pembebasan Surat Izin Penempatan (SIP) dari Dinas
atau instansi berwenang, bagi rumah yang memilikt SIP;

. Bangunan non rumah tingga!

1. maengisi formulir permohonan;

2. Fotocopy KTP (1 iembar) yang masih beriaku ;

3. Foto copy surat bukti hak kepemilikan atas tanah yang

sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (1 lembar) ,

Foto copy lzin lokasi, AMDAL atau UKL/UPL,;

Foto copy pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan

usaha atau foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan

bagi koperasi ;

6. Surat kuasa apablia pengajuan permohonan diwakilkan
kepada orang lain ;

7. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir

8. Keterangan syarat zoning ;

9
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. Gambar rancang bangun (bestek), sebanyak 3 (tiga) set;

0.Gambar dan perhitungan  konstruksi  kayubeton
bertulang/baja/besi, untuk bangunan bertingkat atau
bangunan yang dipandang perlu  diperhitungkan
konstruksinya, sebanyak 2 (dua) set;

11. Surat pemyataar tentang permohonan IMB.
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c. Bangunan gedung negara/pemerintahan

1. mengisi formulir permohonan:

2. Foiocopy KTP (1 lembar) ;

3. Folo copy surat bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah
{1 lembar) ;

4. Keaterangan syarat zonning,

5. Gambar rancang bangun (bestek), sebanyak 3 (tiga) set;

6. Gambar dan perhitungan konstruksi  kayu/beton
bertulang/baja/besi, untuk bangunan bertingkat atau
bangunan yang dipandang periu  diperhitungkan
konstruksinya, sebanyak 2 (dua) set;

7. Surat pernyataan tentang permohonan IMB.

Untuk mendukung perhitungan konstruksi pondasi bag:
bangunan bertingkat minimum 4 lantai, harus diadakan
penyelidikan tanah ;

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk banguran
tambahan dan atau karena terjadi perubahan fisik bangunan, di
samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada pasal ini, periu dilengkapi dengan iampiran fotocopy
dokumen [zin Mendirikan Bangunan yang telah dimiliki;

Permohonan Izin Mendirikan Bangunhan untuk bangunan tempat
ibadah, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada pasal ini, perlu dilengkapi dengan pertimbangan
dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan uptuk bangunan yang
bersifat khusus karena memiliki nilai kesejarahan dan atau nilai
kebudayaan atau spesifikasi teknis tertentu lainnya, disamping
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
pasal ini, apabila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan
pertimbangan dari instansi yang berwenang, dan atau dari para
ahli sesuail bidangnya,

Paermohonan izin mendirikan bangunan, bagi bangunan yang
telah berdiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2)
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || Surabaya
Nomor 7 Tahun 1892, ketentuan persyaratannya sama dengan
ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini kecuali
Lampiran Gambar Bangunan dibuat sederhana meliputi gambar
denah, tampak dan situasi

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN IMB

(H

Pasal 4

Hak dan Kevsajiban pemohon adalah sebagai berikut



Mengambil formulir permohcnan izin Mendirikan Bangunan
yang disediakan oleh Dinas Bangunan melalui loket, dan
mengisi dengan benar,;

Melengkapi formulir isian tersebut dengan berkas yang
diperiukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
menyerahkan ke Dlnas Bangunan melalui loket untuk
dilakukan penelitiah awal kelengkapan berkas;

Menerima bukti penyerahan berkas permohonan Izin
Mendirikan Bangunan berupa tanda terima, setelah berkas
ditelit dan telah memenuhi persyaratan kelengkapan
administrasi;

Mengajukan permintaan bimbingan teknik untuk permohonan
IMB dengan penggunaan non rumah tinggal guna penilaian
dan rakomendasi teknik maupun administrasi ;

Memberikan penjelasan di kantor Dinas Bangunan dan atau
pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat lokasi persil
bangunan, apabila diperiukan mengenai hal-hal berkenaan
dengan persyaratan administrasi maupun teknis dengan cara
lisan maupun tulisan dan atau keterangan tambahan lainnya
sebagal kelengkapan atas permohonan yang diajukan
berxaitan dengan bantuan bimbingan teknik;

melakukan perbaikan dan atau penyempurnaan apabila
dipandang perlu satelah dilakukan penilaian dan rekomendasi
atas rencana tata bangunan meliputi gambar bestek, gambar
konstruksi, arsitextur, bangunan utilitas/ instalasi dan
kelenakapan bangunan penunjang lainnya serta mutu bahan
yang digunakan, disesuaikan dengan persyaratan teknis dan
ketentuan lain yang beriaku;

Membayar lunas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ke kas
Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) setelah penstapan
perhitungan nilai retribusi, termasuk pengenaan denda atau
kewajiban pembayaran yang lain sesuai ketentuan yang
berlaky;

Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan pembayaran retribusi
jzin Mendirikan Bangunan kepada Dinas Bangunan, sebagai
bahar proses akhir naskah Surat [zin Mendirikan Bangunan;

Menandatangani daftar map kendali proses IMB pada saat
penyerzhan tanda lunas bukti pembayaran retribusi IMB dan
pada caat menerima dokumen Surat lzin Mendirikan
Bangunan;



(2} Proses penyalesaian oleh Dinas Bangunan adaizh sebagat
berikut

a.

Berkas permohonan yang diterima, diteruskan untuk pyoses
pemoriksaan dan penilaian persyaratan Edministras), tata
bangunan maupun kelengkepan tsknis konstruksi yang
dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha, 3ub Dinas Pendataan
dan Pengelolaan Bangunan, Sub Dinas Perizinan Bangunan

sertz S

ub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;

Pelaksznazn kegiatan dimaksud pada huruf a ditetapkan
sebagai barikut:

1. Bagian Tata Usaha

a)

b)

a)

b}

a}

Melakukarn pemeriksaan awal atas  kelengkapan
berkas permohonan, menyelenggarakan administrasi
peiayanan berupa pencatatan pemberitahuan  atau
pemanggilan, penyelesaian akitr naskah dinas, dan
lain-lain sejonis;

Melakukan pencatatan atas berkas permohenan Lzin
Mendirikan Bangunan, penyelesaian akhir rancangan
naskah Surat lzin Mendirikan Bangunan setelah
pemohon melunasi kewajiban membayar retribusi,
dan penerimaan dokumen Surat izin Mendirikan
Bangunan kepada pemohon,

Sub Dinas Pendataan dan Penhgelolaan Bangunan |

Melakukan pemeriksaan dan  penilaian seris
pengoiahan data atas perkembangan bangunan,
pererapan pemetaan bangunan, psenetapan nama
jalan dan nomeor bangunan, serta pemeriksaan di
tempat lokasi letak persil bangunan sesuai dengan
kebutluhan;

Melakukan registrasi serta dokumentasi arsip berkas
Surat izin Mendirikan Bangunan sesuai dsngan
ketentuan yang berlaky;

Sub Dinas Perizinan Bangunan;

Melakukan pemeriksaan dan penelittan persyaratan
administrasi dan kelengkapan teknis permeohonan izin
mendirikan bangunan, pengukuran dan pemetaan
sitbasi, penetapan rincian perhitungan nilai retribusi,
dan pembuatan tanda izin mendirikan bangunan;
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b} Melakukan penilaian dan bimbingan teknis atas
gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan
konstruks!, arsitektur, bangunan utliitasfinstalasi dan

ketoengkapan bangunan penunjang lainnye, dats
panyalidikan tarah/sondlr, mutu hahan  yang

digunakan, Koeficien Dasar Bangunan {(KDB),
Koefisien Lantai Bangunan (KLB}, syarat zoning,
revisi gambar bangunan apabila .diperiukan, sefta

pemetiksaan di tempat lokasi letak persil bangunan
sesuai dengan kebutuhan;

¢} Menyiapkan konsep surat pemberitahuan atas
kekurangan persyaratan adminisirasi dan teknis,
pertimbangan penciakan atas permohonan, dan
rancangan naskah Suarat izin Mendirikan Bangunan;

Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ;

a) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan, mengenai
penerapan ketentuan Garis Sempadan Pagar/
Bangunan sena kermajuan fisik bangunan ;

b} Membuat teguran-teguran terhadap pelaksanean dan
atau metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan
ketentuan dan atau pedoman teknis yang berlaku
maupun penerapan dan  Surat izin Mendirikan
Bangunar;

¢} Membuat lzeporan-laperan dan rekomendasi atas hasil
pemeriksaan fapangan, sebagai bahan pertimbangar
proses perijinan serta pengecekan akhir terhadap
pelaksanaan Sural ljin Mendirikan Bangunan;

d) Menyiapkan barita acara atau surat parnyataan bahwa
pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesual dengan
ketentuan teknis berdasarkan Surat lzin Mendirikan
Bangunan dan ketentuan teknis Xkonstruksi yang
betlakuy;

BABY
BENTUK FORMULIR
PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal &

Bentuk formulir permohonan 12in Mendirikan Bangunan, sebagaimana
cohroh dalam jampiran | keputusan ini, terdiri dari:

- Surat permohonan lzin Mendirikan Bangunan ;
- Surat Permnyataan dari pemohon ;
- Surat Keterangan dari Lurah dan Camat setempat.
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BAB Vi
JANGKA WAKTU PROSES PENYELESAJAN
IZIN MENDIRIKAN BAMGUNAN

Pasal 6

Proses izin Mendirikan Bangunan diselgsaikan dalam jangka
waktu paling lambat 17 hari kerja, dinitung sejak psrmohonan
diterima dengan lampiran berkas yang lengkap, benar dan sudah
maiunasi pembayaran retribusi ;

Jangka wakiu sckbagaimana dimaksuc pada ayat {1) pasal ini
tidak berlaku apabila:

a, Terhadap  permchonan  yang  diajukan  diperlukan
pertmbangan serta peneiitian teknis dan non teknis secara
koordinatif dengan Tim dan atau instansi terkait lainnya,
termasuk para ahli sesuai bidangnya;

b. Berdasarkan pertimbangun dan peneltian teknis ternyata
diperiukan perbaikan dan atau penyempurnaan atas berkas
permohonan Izin  Mendirikan Bangunan sebagaimana
mestinya;

Proses permohonan lzin  Mendirikan Bangunan dapat
ditanggubikan apabila:

a. Permohonan tidak dilengkapi persyaratan yang benar
sebagaimana dimaksud pada pasai 3 ayat (4) ;

b. Data yang diberikan oleh pemochon {ernyata tidak benar dan
atau tidax tengkap, palsu atau dipalsukan baik sebagian
maupun seturuhnya;

¢. Terjadi sengketa atas tanah, bangunan/bangun-bangunan ;

d. Adanya keputusan “status guo” atau sita jaminan dar
instansi yang berwenang terhadap sengketa atas tanah dan
atau bangunan;

Preses  permohonan  Izin  Mendirikan  Bangunan  yang
ditangguhkan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
diberitahukan kepada pemohon dan setelah melampaui jangka
waktu 12 bulan sejak tanggal penangguhan, permchenan
tersabut dopat ditolak dengan surat pamberitahuan kepada
nemchon disertai alasan penolakannya;

Tata vULrutan atae bagan alur  proses penyelesaian 1zin
Mendirikan Bangunan, diatur dan ditetapkan tersendiri oleh
Kepala Dinas Bangunan dengan memperhatikan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
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Pasal T

Surat izin Mendirikar Bangunan berlaku hanya sekali pakai yakni
selama nekeriaan membangunan dilaksanakan dan bsamana
sudah selssai  digupakan untuk  Kelangsungan kegiatan
gembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan dimintakannya
izln, inaka jangka wakiu IMB segera barakhir;

Surat lzin Mendirikan Bangunan dapat ditetapkan berlaku untuk
pariode fangka wakiu tertentu apabila secara teknis konstruksi
atas bangun-bangunan yang dipandang perlu dilakukan uji teknis
kalalkan Konstruks secarz berkala, dan atau berkerraan deangan
ketertuan persyaratan lain  yang diberlakukan termasuk
berkenaan dengan persyaratan teknis rencana tata ruang Kota,;

Surat zin Mendirkan Bangunan yang diterbitkan ditetapkan
berlaku unfuk periode jangka waktu tertentu sebagaimena
dimakisud dalam pasal ini selanjutnya dapat diterbitkan Surat Izin
Mendirikan Bangunan baru, setelah permohonan yang diajukan
mamenuhl peraturan dan ketentuan yang berlaku maupun
persyaratan iainfiya yang diberlakukan, termasuk vang
berkenaan dengan persyaratan teknis rencana tata ruang kota
raaupun hasil penitaian uji teknis kelaikan konstruksi yang harus
digjukan kembali oleh pamaohan;

Surat Zin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan steu dicabut, setalab dinyatakan bata! berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku dan atau
berdasarkan ketatapan hukum dari Badan Peradilan .

BAB ViI
BENTUK DAN PENANDATANGANAN

NASKAH SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

(1)
(2)

()

i)

5)

Pasal 8
Izin Mendirikan Bangunan berbentuk Surat Izin ;

Pznandatanganan naskah Surat lzin Mendirikan Bangunan,
dilzskukan oleh Kepala Dinas Bangunan;

Ketentuan pelaksanaan Surat !zin Mendirikan Bangunan dan
kewajiban pemegang Surat [Rin Mendirikan Bangunan,
dinyatakan dalam lembar halaman dua dan atau lampiran Surat
Izin Mendisikan Bangunan ;

Apabila karena sesuatu hal dilakukan penetapan perubahan
nama alamat dan atau penertiban nomor bangunan, maka dajam
penerbitan Surat [2Zin Mendirikan Bangunan disarnping
mencanturnkan nama alamat dan nomor bafu bangunan, harus
dicanturnkan nama alamat dan atau nomor lama bangunan,

Apubila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
maka keterangan atas perubzhan tersebut segera diberitahukan
kepada para pihak yang berkepentingan .
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-rai yang belum cukup diatur dalam keputusar int mangenai
pelaksanaannya aken ditetapkan lebih lanjut oleh Kapala Dinas.

Pasal 10
oengan berlakunva keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala
Duaarah Tingkat il Surabaya Nomer 32 Tahun 1985 tentang Tata Cara
Panyelasaian lzin Mendirikan Bangunzn di datam witayah Kotamadya
Daerah Tingkat I Sturabaya yang diundangkan dalam Lembaran
Daarah tahun 1995 Seri D2 nomor 16 tanggal 28 April 1995
dinyatakan ticak berlaku lagi.

Pasal 11
Keputusan in mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memaerintahkan

pengundargan Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 JJL) 2003

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DW{ HARTONO

Diuntdangkan di Surabaya
pada tanygal 1 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

AL:SJAHBANA

LEMBARAN DAERAK KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 30/D2

Salinan sesuat dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota surabaya
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SEXRETARAT\ &
. DABRAN

A

epala Bagian Hukum

DISISWANTO ANWAR



LAMPIRAN | KEPUTUSAN WALIKOTA SURABLYA
MOMOR ;39 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 JUL] 2003

A SURAT PERMOHON AN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN {iMB)

Paiihal

Surabaya,
. Permahonan 1zin Mendiikan Kepada
Bangunan (IMB) ¥th, Sdr Kepala Dinas Bangunan
Kota Surabaya
ot -
SURABAYA,
Yanq bertunda tangan dibawah ini ;
Marna STTUPRPPOTUPRP
Palicrjaan
Alamat dan Mo. Telp
Bertindak atas nama

Alarmat dan Mo. Telp

Dengan ini mangajukan pemmohonan untuk mempercleh Surat 1zin untuk mendinkan
Bangunan Eanvbangunan tambahan/mesngubah sehagian atau saluruh
barguraninembongkar s2bagian atay selusvh bangunan dar kaywbalufbeton/bes:

Digunakan sebagai
Taratak di pereil et e,
Kealurahan
Kecamatan
Status tanah
Pecketaan pambangunan tercebut dilaksanakan olah kerni sendirif/diborongkan
kopada e e
MNama
Alarrat

Ketaranyan lain e e e e e e e
Sebogal Bahan pedimbangan, beckut i kami lampirkan kelengkapan surat
permohonan sebagai beriket

1. Foto copy KTP, tanda lunas PBB dan Kanu NPWPD;

2 Foto capy sural bukti hak kepemilkan tanah yang sah diketshui oleh peiabat yang
Barwenany |

3. Hasii pensiitian okasi untuk rumah tinggel dan syarat zoning untuk non rumah tinggad
yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota kota Surabaya

1, Surat pernyataan permohonan Izin Mendirkan Bangunarn ,

Gambar rencana bangunan {bestek) skala 1:100 (sebanyak J set),

Farhitungan dan gambar konstruksi ==> kayu = 1:50, 120 (sebanyak 2 satj, belon =

1:50, 420 (sobanyak 2 sef), bajz = 1 - 50, 1.5 (sebanyak 2 sef) benkut

perpyataan-parangqungjawaban kKonstiuksi

el

Demikian surat pennochonan i dibuat, dengan harapan untuk mamperoieh
persatujuan.

Menyatujui, Pemohon tersebut diatas,
Famllik tarah

[Harna Teiang) [Nama Temny)



5!

T PERNYATAAN

Nama
Urmur
Pekerjaan

Alamat

Boarkenean dengan S pnrmohmim uhtiuh rmendapatian lzin Mepdinkan Bangunanan
atas bangunan kami yang telah berdm

Digunakan

Yang hertanda tangan dibzwah inj ;

Tcricl'alt |

1.

Kelurahar
Kacunatan

Menyutaken dangan sesungguhnyd bakwa

Tanah dan atau bangunan di iokasi tersebut tdak dalam sengketa/perkarz, oleh karena
it Hlamana pennchonan lzin Mendinkan Bangunan ini disetui dan apabila
dikemudian har ternyata timbut sengkata stas tanab dan atay bangunan, maka kami
setuju dan tidak webaratan terhadap Surat Izin Mandinkan Bangunan yang diberikan
untuk dinatakan.tanpa menuniut penggantian atas seluruh biaya maupyn yang telah
dikaluaitan f

Seleiah dibectahu sebanyak 3 (fga) kal untuk memberikan penjelasan atau
melengkapt kekurangsn persyaratan yang dianggap perlu, sera urtuk melunasi
pembuyaran retribusi izin Mendirikan Bangunan fidak juga dipenuh, maka
permohonan tersebut dinyatakan batal dengan sendirinya, den berkenaan dengan
bangunan tarsabut kami bersedia dikenakan sanksi sasuai ketentuan yang beraku ;
Apabita sewakiuwakiy Pemerintah Kota Surabaya menerapkan peraturan dan
ketentiran berkenaan dengan tata niang yang beraky, antara fain benipa pelaksanaan
rencanz jalan/pelebaran jalan, penertitan garis sempadan, saluran jalur hijau/niang
terhuka hijau, berdasarkan ketentuan repcana tata kote vang badaku, maka kamm
sanggup dan bersedia ;

a. Membongkar sendin bangunawbagian bangqunan yang {erkena peiaksanaan
rencana jaian/neleharsn falan, renertiban gans sempadan, saluran, jafur hijaw/rvang
terbuka hijau dengan mengikuti katentuan yang berakuy

b. Menyesuaikan penggunaan bangunar terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi
dimaksud berdasarkan ketentuan yang beraku .

rebutuhan areal perkir kendargan maupun ruang terbuka di dalam lokssi persil,
sangpup kami penuhv sesual dengan ratic yang ditetapkan bagi kepentingsn
penggunaan banguran tarsehut ;

Apabila pargunan yang lelah bardiri temyata menimbutkan dampak yang merugikan
atau yang mengangzu lingkungan sekitamya, maka terhadap M8 yang diterbithan
kami baranggung jawak dan bersadia uniuk ditinjauw kembal: ;

Apahila dikemudian hari tarjadi kegagatan bangunan atau konstruksi bargunan yang
mengakibatkan kerusakan pada bangunan/bagian bangunan disekitarnya, maka kami
bertunggung jawab atas kegapalan bangunan dimaksud,

Demil;ar patayataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpe ada paksaan

atay tekanan dalam bentuk apapun dan dar siapapun, untuk digunakan sabagaimana
mastinye.

Surabaya,
Yang Menyatakan |

Materai Rp. 6.000,-

Narma Terang



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini -

Kepaia Kelurahan
Kecamatan
Menamngkan balwa
Nams

Pelaijaan

Fiorat

Yang barsangkutan mengajukan pemohonan izin untuk

Menwfirksn bengunan barwbangunan tambahan/mengubah sebagian atau  seluruly
bangunan/mambangkar sabagian ateu selurub hangunan -

Tarkatak di atas persil :

Dengan status tanah

Aten permohonan tersebut kami menysisken bahwa persitanah  yang
dimahonken IWMB Penar-benar milik pamohon setta tidak tendapaet suaty masalgh atou
tidak datam sengketa anah/bangunan,

Dermiiian surit keterangan ind dibuat untuk digunakan sepedunya.

Mengetahul / menyetujul, Surabaya,
Camat Kepala Kelurahan
*} Caret yang thdak porlu
WALIKOTA SURABAYA,
ttd

Sailnan secual dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya BAMBANG OW! HART




LAMPIRAN it KEPUTUSAN WALIKDTA SURABAYA
NOMOR 39 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 JULI 2003

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS BANGUNAN

SURAT IZIN
NOMOR : 1848/ {402 4 &l

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGQUNAN
KEPAE A DINAS BANGUNAM

Dasar  a. Surat permohonan IMB
alama
bertindak atas nama
alamat
tercatat pada agenda
tanggat
b Telah dipenuhinya persyaratan adminsitasl dan teknis sesuai dengan
Peraturan Dagrah Kotamadya Oaersh Tingkat 1| Surabeye MNomor
7 Tahun 1832,
MENQGIZINKAN
Kapada
Nama
Alamat
Untulk
Diporeit
Dengar kelentuan, sebagamana tercantum dibalik Surad 12in beserta lampitan gambar.
gambar yany telah disahkan,

Surat l12in Mendinkan Bangunan ini bukan merupakan bukb hak kepemiikan bangunan

Apabila

divemudian hai temyata ada kekeliruan, maka diperbaiti / dittnjau kembali

ssbagairvan: mestinya.

Qikeluarkan di Surabaya
pada tanggal

Kepala Dinas Bangunan
Kotz Surabaya

Nama Lengkap
Pangkat
NIP



LAMPIRAN SURAT IZIN
NOMOR 1308 TAHUN 2003
TANGGAL : 28 JULl 2003

KETENTUAN MB DAN KEWAJIRAN PEMEGANG (MB

. Pekerasn mendidan banguran bary depat dimulsl sete'ah iMB diterima cleh permchon

kacuall Lapi perusahaan kawasan incustr atau perusahaan Industti yang dapat memulai
pekerjaan mendirikan bargunan setelah metunasi retribusi IM8.

. Pemasangan tanda Garis Sernpadan Pagar, Garis Sempadan Bapgunan dan ketinggian

(paily dalam rangia pelaksanaan mendinkan bangunan dilaksanakan oleh petugas.

. Selama pekeraan pendinan bangunan dilaksanakan, pemegang IMEB cdwapblan

menutup persil tempat kegiatan dengan pagar pengaman sesuai ketentuan yang
bortaku

. Bigrmana terdapat sasana atau prasarana kota yang terkena atau menggangu rencana

pembangunan, peidksanaan pemindahan atau pengamanannya tidak boleh Cuakuxan
sendit letapi harus dikerjalen cieh pihak berwenang atas bisya pernegang tMB.

. Selama pekeroan pendinan bangunan dilakearaksn, pemegang 'MB dwaiibkan

menempatkan IMB beserta lampirannya di tempat pekefja agar seliap saat dapat
membuat catatan tentang hasil pemeriksaan umum yang ditakukan,

. Pernegeng IMB diwajibkan memperkenankan petugas-petugas yang melaksanakan

pemedksaan bangunan,

. Pelakganaan pendinan bangunan tidak menimbulkan akibat bunik bagi bargunan/persit

di sekitarnya Gan pemegang IME harus bertanggung jawab atas segdla kefusakan d)
sekitamya yang trmbul akibat pelaksanaan pendirian bangunanmya.

. Pemegang :MB diwajibkan memberitahukan secara {artulis Kepaia Daerah tentang saat

selesainya selunsh pekenaan mendinkan bangunan sesuai dengan IMB selambat-
lamtatnva dalam waktu 7x24 jam setelah pekeriaan tersebut selesai

. Khusus bangunan industri, apabila pendinan bangunan perusahaan kawasan Industn

atau pendiian bangunan perusahaan industr tefah selesal dilaksanakan, meka
pemohon {MB dimaksud wajb menyampaiian Iaporan secara tertulis kepada Kepala
Daerah atau Prisbat vang dituniuk dilengkapi dengan

a. Berite Acara pemeriksaan dari pengawasan yang tefah diakreditasi |

b. Gambar siap bangun (absuilt drawing) ;

€. Folo copy buldi pembayaran retribusi IMB.

10. IMB dapat gibatalian atau dicabist apabiia -

a. setelah & bulan sejak Surat 1zin dikeluarkan pelaksanaan pembargunan belum juga
dimuiai ;

b. Pelalmanaan pempangunan terhenti sebagian atau seluruhnya sehingga benguran
tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam waktu § bulan bertuna-turut,

¢. Dikemudian hari termyata keterangan atau lampiran persyaratan permohorian IMB
yang diajukan paley atau dipalsukan baik sebagian atau selurchnya

d. Pelaksanaan pekerjgan mendirikan bangunan tidak sesuai dengan !MB sera
ketentuan 1ain yang berakuy.

14. Petnilk, penghuni dan atau permalkaian bengunan betiewajiban :

a. Memelihara bangunan, hataman dan pegar halaman yang bersangietan agar
keamanan bangunan, kebersihan dan keindahan linglangan tetap tefjamin |

b, Memelinara sunur resapan, sumur air kmbah, septic tank, saiuran tertutup dan
galuran terbusa di daiam persil yang bersangkutan ager berfungsi dengan baik

12 Memelikara bangunan-bangunan yang mengandung nilai sejareh dan bangunan-

. an.
AERNTAN
P
43

%
.

\ . DAEAAH

SEXHETARIATY™ ;

bangunan tnonumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya WAL'KOTA SURABAYA,
Sekretaris Daerah Kota Surabaya »
4 nJepala Bagian Hukum

22 BAMBANG DWI HARTONO
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